BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 187 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN

Menimbang

Mengingat

DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

: bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3

Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019,
maka  perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2019;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010
Nomor 2/E);



Menetapkan

20.

21.

22.

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1
Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1
Seri C);

Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 14 Seri C);
Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 11
Seri D);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 20109.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Malang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
Bupati adalah Bupati Malang.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
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(4)

.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan
Daerah.

. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2019 berpedoman

pada Perubahan RKPD Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan

dan pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Malang.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disusun dengan sitematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

BAB II Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Sampai Dengan Triwulan II
Tahun Berkenaan

BAB III Rencana Kerja dan  Pendanaan  Dinas
Perindustrian dan Perdagangan

BAB IV Penutup

Isi dan Uraian Perubahan Rencana Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan  dari

Peraturan Bupati ini.



Pasal 3
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Malang  wajib melaksanakan Perubahan
Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 15 Oktober 2019

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal

15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 165 Seri D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 187 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan lingkungan mengharuskan setiap lembaga
pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang
mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik serta
menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan
bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
maupun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Malang tersebut merupakan dokumen perencanaan
pembangunan yang wajib disusun. Untuk itu, Pemerintah Daerah
wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun. Selanjutnya Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) yang
merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah. Ketentuan tersebut diperkuat dalam
Peraturan Perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
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2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen
Rencana Kerja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena
menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka
menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan tahunan
yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Malang yang akan digunakan sebagai
masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP).
Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang
memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program,

kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta,;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Perencanaan Pembangunan Daerah;
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Perindustrian Dan Perdagangan;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Tahun 2019;

MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini adalah adalah:
1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah

sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2019.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah untuk:

1. Menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan Rencana Pembangunan
Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD) Kabupaten  Malang
Tahun 2016 - 2021;

2. Memberikan dasar bagi penyusunan rencana pembangunan sektor
Perindustrian dan Perdagangan tahunan guna tercapainya tujuan
dan sasaran pembangunan sektor Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2019;



3. Memberikan dasar bagi monitoring dan evaluasi baik awal sampai

akhir pelaksanaan program kegiatan sebagai bahan perbaikan untuk

melaksanakan program dan kegiatan yang akan datang;

4. Memberikan dasar bagi pengukuran dan pencapaian tolok ukur

kinerja tahunan;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2  Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

PENUTUP



BAB IV
PENUTUP

Dengan tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2019, diharapkan
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif
dan efisien. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Malang dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran Perangkat Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, selain tergantung
dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap
mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif
masyarakat, sehingga program dan kegiatan dapat memberikan hasil
(outcome) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh
masyarakat daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI



